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MOTTO 
 
 ٌر ْ يِبٌَكرْجَأَو ٌةَرِفْغَّم ُْمَلَ ِبْيَغْلِبِ ْمُهَّ بَر َنْوَشَْيَ َنْيِذَّلا َّنِإ 
 
“Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, 
mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.” 
 
(Q.S. Al-Mulk ayat 12) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 
1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian 
lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya 
dengan huruf latin adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha Kh Ka dan ha 
د dal D De 
ذ żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
xi 
 
س sin S Es 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah ...’… Apostrop 
xii 
 
ي ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau 
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 ََ  Fathah A A 
 َِ  ‎ Kasrah I I 
 َُ   Dammah U U 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 
huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
xiii 
 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
xiv 
 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah 
transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu 
ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 
tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut 
dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah 
itu. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
xv 
 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. Namun dalam 
transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan 
bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung 
mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang diikuti leh huruf Qamariyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 
Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang 
mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan 
apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata 
maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh 
berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xvi 
 
1. لكأ Akala 
2. نوذختأ Taꞌkhużuna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan 
untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului 
oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan 
huruf awal atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya 
memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga 
ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإدّممحام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata 
tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata 
lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam 
transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau 
bisa dirangkai. 
xvii 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ ولَ الله نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
 
 FAROUQ SYAHRUL HUDA, NIM: 15.21.3.1.024, “TINDAK PIDANA 
KEJAHATAN GENOSIDA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF AL-QATLU AL-‘AMDU”. 
Dalam penelitian ini penulis membahas tentang kajian analisis mengenai tindak pidana kejahatan 
genosida yang ditinjau dari segi al-qatlu al-‘amdu. Tulisan ini mendeskripsikan tentang tindak 
kejahatan genosida yang dikaji melalui teori jari>mah pembunuhan yaitu al-qatlu al-‘amdu yang 
di dalam hukum Islam termasuk dalam kategori jari>mah qis}a>s} yaitu pembunuhan. Genosida 
menjadi hal dan masalah yang serius meskipun kasus ini sudah ada sejak lama semenjak 
pembantaian besar-besaran Yahudi oleh Nazi. Maka dari itu dibentuknya Konvensi Genosida 
oleh negara-negara yang telah meratifikasi sebagai bentuk dukungan beberapa negara-negara 
untuk mencegah adanya benih-benih tindak kejahatan genosida termasuk di Indonesia yang telah 
diatur undang-undang dan masuk dalam kategori tindak pidana khusus. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif literer yang 
banyak memerlukan data kepustakaan. Hal itu lantaran kajian dalam penelitian ini membahas 
tentang analisis perspektif hukum Islam. Maka sumber data penelitian ini meliputi sumber 
hukum primer dan sekunder. Sehingga penelitian ini mampu memaparkan hasil analisis 
perspektif al-qatlu al-‘amdu mengenai tindak kejahatan genosida, baik secara tindak pidananya, 
dasar dan ketentuan sanksinya, serta bentuk pertanggungjawaban pidananya. 
 Karena penelitian ini sifatnya adalah deskriptif analisis perspektif maka hasil 
penelitiannya adalah berupa ketentuan hukuman dari teori jari>mah qis}a>s} yaitu al-qatlu al-‘amdu 
dalam mengkaji tindak kejahatan genosida. Sehingga ketentuan hukuman pelaku genosida 
apakah bisa disamakan dengan hukuman pelaku pembunuhan dengan menganalogikan genosida 
dengan pembunuhan sengaja yang dalam hukum Islam disebut sebagai teori jari>mah qis}a>s} yaitu 
al-qatlu al-‘amdu. 
 
 Kata Kunci: Genosida, hukum Islam, dan al-qatlu al-‘amdu. 
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ABSTRACT 
 
 
 FAROUQ SYAHRUL HUDA, NIM: 15.21.3.1.024, "THE CRIMINAL OFFENCE 
OF GENOCIDE WAS REVIEWED IN THE PERSPECTIVE OF AL-QATLU AL-
'AMDU". In this study the author discusses the study of the analysis of the criminal acts of 
genocide which were reviewed in terms of al-Qatlu al-'amdu. This paper describes the crime of 
genocide examined through the theory of the murder of Al-Qatlu al-'amdu which in Islamic law 
belongs to the category of Jari>mah Qis}a>s} is murder. Genocide became a serious matter and 
problem even though the case has been there for a long time since the Nazi massacre of Jews. 
Thus the establishment of the Genocide Convention by countries that have ratified as a form of 
support of several countries to prevent the seeds of genocide crimes including in Indonesia that 
have been regulated legislation and Category of special criminal acts. 
 
 The research methods used in this study are qualitative literaries that require a lot of 
literature data. This is due to an analysis of the perspective of Islamic law. The source of this 
research data includes primary and secondary legal resources. So that the study was able to 
display the results of the analysis of al-Qatlu al-'amdu about the act of genocide, both in their 
action, the basis and provisions of the sankness, as well as the form of accountability. 
 
 Because this research is a descriptive perspective analysis, the results of his research is 
the provision of punishment from Jari>mah Qis}a>s} that is al-Qatlu al-'amdu in reviewing the crime 
of genocide. Thus, the provisions of the genocide could be equated with the punishment of the 
killing perpetrators by analogome the genocide with deliberate murder in Islamic law referred to 
as Jari>mah Qis}a>s} theory of al-Qatlu al-'amdu. 
 
Keywords: genocide, Islamic law, and al-Qatlu al-'amdu. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
  
A. Latar Belakang Masalah 
Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata 
karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh 
masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan 
martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian, faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, 
agama maupun bahasa tidak dapat menegasikan eksistensi HAM pada diri manusia.
1
 
Paham HAM lahir di Inggris pada abad ke-17. Inggris memiliki tradisi 
perlawanan yang lama terhadap segala usaha raja untuk mengambil kekuasaan mutlak. 
Sementara Magna Carta (1215) sering keliru dianggap sebagai cikal bakal kebebasan 
warga negara Inggris, piagam ini sesungguhnya hanyalah kompromi pembagian 
kekuasaan antara Raja John dan para bangsawannya, dan baru belakangan kata-kata 
dalam piagam ini sebenarnya baru dalam Bill of Rights (1689) muncul ketentuan-
ketentuan untuk melindungi hak-hak atau kebebasan individu.
2
 
Kejahatan terhadap kemanusiaan ialah salah satu dari empat Pelanggaran HAM 
berat yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court. Pelanggaran HAM 
berat lainnya ialah genosida, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.
3
 Kejahatan genosida 
dan kejahatan yang berkaitan dengan SARA, diatur dalam berbagai aturan, baik hukum 
                                                 
1
 Andrey Sujatmoko, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 2-3. 
2
 Ibid. 
3
 Mahmudi, “Analisi Fikih Jinayah terhadap Kejahatan Kemanusiaan”, Jurnal Al-Qanun, (Surabaya) Vol. 
18 Nomor 2, 2015, hlm. 211. 
xxv 
 
Internasional (khususnya perjanjian internasional dan yurisprudensi), maupun hukum 
nasional.
4
 
Muladi mengatakan bahwa istilah kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes 
against humanity) pertama kali digunakan pada tahun 1915 saat terjadi kasus Massacres 
of Turkey’s Armenian Population. Tuntutan atas genosida saat itu mengalami kegagalan 
dengan alasan tidak mungkin setelah perang dibuat retroactive criminal legislation.
5
 
Sejak abad kedua puluh, ada banyak perkembangan pesat dalam metode dan alat 
perang, seperti penggunaan tank, bom, atom, dan drone. Pada saat yang sama, kejahatan 
seperti genosida telah muncul. Literatur klasik tidak membicarakan masalah ini. Ini 
adalah tantangan besar bagi para mujtahid saat ini untuk hadir dengan konsep dan 
pengambilan keputusan secara hukum yang relevan dengan situasi saat ini.
6
 Mahkamah 
Pidana Internasional, sebagai contoh, mungkin menghukum penjahat dengan hukuman 
penjara yang tidak boleh melebihi maksimum 30 tahun, atau jangka waktu seumur hidup 
ketika dibenarkan oleh dorongan ekstrem dari suatu kejahatan dan keadaan individu 
terpidana. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman tambahan denda dan penyitaan hasil 
pendapatan, properti dan aset yang berasal dari kejahatan itu.
7
 
Maraknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi membuat manusia hilang 
sisi kemanusiaannya karena hal itu beberapa pembunuhan dan pembantaian terjadi di 
belahan dunia dan kejahatan HAM tersebut dikenal dengan nama genosida yang sudah 
menjadi konsensus Internasional beberapa negara bahwa genosida bersifat melanggar hak 
                                                 
4
 Doortje D. Turangan, “Tindakan Kejahatan Genosida Dalam Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum 
Nasional” (Manado: Fakultas Hukum, 2011), hlm. 32. 
5
 Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System & Out Court 
System), (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm. 135. 
6
 Mohd Hisham  Mohd Kamal, “Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan al-Siyar: Sebuah Kajian 
Perbandingan” dalam Islam dan Urusan Kemanusiaan, eds. Hilman Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin, (Jakarta: PT 
Serambi Ilmu Semesta, 2015), hlm. 99. 
7
 Ibid. 
xxvi 
 
asasi manusia, beberapa sebab menjadi pemicu utama genosida seperti diduga suatu 
kelompok atau kaum tersebut melakukan makar ataupun kelompok tersebut berbahaya 
bagi pemerintah maupun institusi tertentu. 
Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 8 nomor 26 Tahun 2000 
menentukan bahwa yang dimaksud dengan kejahatan genosida adalah setiap perbuatan 
yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau 
sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara 
membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat 
terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kelompok yang akan 
mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan 
tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau 
memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.
8
 
Jika diperhatikan, terdapat perbedaan definisi genosida dalam Undang-Undang 
No. 26 Tahun 2000 dengan definisi genosida dalam Statuta Roma. Undang-Undang No. 
26 Tahun 2000 menyebutkan setiap perbuatan (any action), sementara Statuta Roma 
menyebutkan setiap dari perbuatan (any of the following acts). Undang-Undang No. 26 
Tahun 2000 juga menambahkan kata menghancurkan (exterminate) dan menghilangkan 
kata as such dalam statuta Roma, dan menggantinya dengan frase by way of  (dengan 
cara).
9
 
Tampaknya hukum pidana Islam tidak membedakan antara pembunuhan sebagai 
kejahatan domestik dan pembunuhan yang melanggar hukum perang Islam, dan 
akibatnya hukuman yang diberikan adalah sama. Namun, pembunuhan dan genosida 
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tidak serupa. Genosida tidak terbatas pada tindakan membunuh dan menyebabkan cidera 
tubuh, dan dengan demikian bukanlah kejahatan qis}a>s}. Dikatakan bahwa genosida adalah 
kejahatan ta’zi >r.10 Tindak kejahatan terhadap umat manusia berupa genosida memang 
tidak dikenal di dalam Islam. Islam hanya mengenal istilah al-Jina>yah dan al-Jari>mah, 
atau di dalam peristiwa pembunuhan disebut al-qatlu. Selain itu, Islam juga mengenal 
adanya perang dan damai dalam hubungan antar negara. Islam sangat mengecam tindak 
pidana yang berkaitan dengan nyawa seseorang.
11
 
Di belahan dunia sendiri khususnya yang pernah terjadi di Eropa sejarah kelam 
tersebut terjadi dimana korban dari kejadian genosida tersebut adalah ras Yahudi, yang 
pembantaiannya disebut sebagai Holocaust. Holocaust merujuk pada peristiwa 
pemusnahan massal yang menimpa ras Yahudi di Eropa di bawah rezim Nazi Jerman. 
Selain karena jumlah korbannya yang besar (mencapai 6.000.000 jiwa), holocaust juga 
dianggap sebagai ikon genosida dalam sejarah modern karena jelas menampilkan contoh 
gamblang tentang bagaimana sebuah peristiwa genosida terjadi melalui perencanaan dan 
pelaksanaan secara sistematik oleh sebuah rezim.
12
 
Sehingga penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini lebih dekat lagi 
mengingat tindak kejahatan genosida sangat berbahaya sekali karena selain merampas 
hak asasi setiap individu juga menyebabkan cacat mental atau psikis individu bagi 
mereka yang selamat atas tragedi tersebut, dan urgensi dari penelitian ini memang begitu 
penting dengan adanya analisis perspektif hukum Islam menurut teori jari>mah qis}a>s} 
pembunuhan sengaja yaitu al-qatlu al-‘amdu, dan juga memberikan sumbangan keilmuan 
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bagi pembaca agar lebih tahu sejarah sebenarnya dari tindak kejahatan genosida beserta 
implikasinya. 
Dari uraian di atas penulis mencoba membahas tentang tindak kejahatan genosida 
untuk diteliti lebih lanjut lagi, maka dari itu dalam skripsi ini penulis mencoba 
menjelaskan definisi tentang tindak pidana kejahatan genosida, jari>mah qis{a>s}, beserta al-
qatlu al-‘amdu dan menjadi syarat untuk membuat skripsi di kemudian hari. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana penjelasan mengenai tindak pidana kejahatan genosida? 
2. Bagaimana ketentuan sanksi hukuman terhadap pelaku genosida jika ditinjau dalam 
perspektif hukum Islam dengan menggunakan analisis menurut teori jari>mah qis{a>s} 
pembunuhan yaitu pembunuhan sengaja (al-qatlu al-‘amdu)? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konkretnya bentuk-bentuk pelanggaran 
HAM yang terjadi berdasarkan peristiwa-peristiwa dan kejadian masa lalu dalam 
konteks tindak pidana kejahatan genosida. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan dan menambah khasanah keilmuan, 
wawasan, dan pengetahuan tentang analisis hukuman pelaku dari perbuatan tindak 
pidana kejahatan genosida dengan menggunakan sudut pandang teori jari>mah qis{a>s} 
pembunuhan sengaja (al-qatlu al-‘amdu). 
 
D. Manfaat Penelitian 
xxix 
 
a. Secara Teoritis: 
Menambah khazanah keilmuan tentang kejahatan genosida dan memberi 
pengetahuan akan kewaspadaan terhadap kejahatan genosida serta mendorong untuk 
meneliti lebih lanjut akan kejahatan genosida. Serta menggali bentuk hukuman pada 
tiap-tiap pasal dan ketentuan hukum Islam dengan kajian al-Qur’an dan hadis, 
kemudian sebagai langkah awal untuk membuka pintu ijtihad baru dari berbagai 
pendapat fuqoha maupun para ulama.  
b. Secara Praktis: 
1) Bagi Peneliti 
Dapat menjadi pengetahuan dan pengalaman baru bagi peneliti tentang 
sejarah, dasar maupun ketentuan hukum dan edukasi tentang kejahatan genosida. 
2) Bagi masyarakat 
Sebagai pengetahuan dan antisipasi terhadap kejahatan genosida dan juga 
pencegahan awal terkait isu-isu kejahatan genosida yang dikemudian hari bisa 
terjadi. 
3) Bagi Pemerintah 
Agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang bulat dan tidak 
gegabah ketika memutuskan sesuatu dan menghindari lalu mengantisipasi oleh 
tindak kejahatan genosida oleh komunitas atau kaum tertentu dengan jalan damai 
dan konsolidasi. 
 
E. Kerangka Teori 
xxx 
 
Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan 
sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian 
Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan 
perikehidupannya di muka bumi.
13
 
Pasal 1 Butir 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, memberikan rumusan 
tentang pengetian HAM sebagai: Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 
keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-
Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, 
pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 
manusia.
14
 
Pelanggaran HAM berat (PHB) atau dikenal dengan gross violation of human 
rights atau greaves breaches of human rights sebagaimana disebut secara eksplisit dalam 
Konvensi Jenewa 1949 dan protokolnya, tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 
39/1999 tentang HAM. Di dalam Statuta Roma (1998) sebutan tersebut ada padanannya 
tetapi dengan istilah lain, yaitu the most serious crimes of concern to the international 
community as a whole. Dalam Statuta Roma (1998) pengertian PHB tersebut ditegaskan 
meliputi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi yang 
merupakan yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional (PPI).
15
 
Pertimbangan secara filosofis, bahwa penetapan berlakunya UU No. 26/2000 
merupakan wujud nyata dari pemikiran para pendiri RI sebagaimana dicantumkan dalam 
Pembukaan UUD 1945 yaitu menciptakan kesejahteraan bangsa yang antara lain 
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dilandaskan kepada sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan menjalin hubungan 
politik luar negeri bebas dan aktif.
16
 
Kata qis{a>s} kadang-kadang dalam Hadis disebut dengan kata qawa>d. Maksudnya 
adalah semisal, seumpama (al-mumas|ilah). Adapun maksud yang dikehendaki sya>ra’ 
adalah kesamaan akibat yang ditimpakan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan 
pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban. Dalam ungkapan lain adalah pelaku 
akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Dia dibunuh kalau dia 
membunuh dan dilukai kalau dia melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain. 
Abdul Qadir Audah mendefinisikan qis{a>s{ sebagai keseimbangan atau pembalasan 
terhadap si pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang seimbang dari apa yang telah 
diperbuatnya.
17
 
Qis}a>s} adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa 
atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, 
menghilangkan anggota badan dengan sengaja. Oleh karena itu, bentuk jarimah ini ada 
dua, yaitu pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.
18
 
Hukuman pokok pada jarimah pembunuhan sengaja adalah qis}a>s}, yaitu dibunuh 
kembali. Sebagai hukuman pokok, qis}a>s} mempunyai hukuman pengganti, yaitu apabila 
keluarga korban menghapuskan hukuman pokok ini, qis}a>s} pun tidak dapat dijatuhkan dan 
digantikan dengan hukuman diyat. Diyat pun kalau seandainya dimaafkan dapat 
dihapuskan dan sebagai penggantinya, hakim menjatuhkan hukuman ta’zi >r. Jadi, qis}a>s} 
sebagai hukuman pokok mempunyai dua hukuman pengganti, yaitu diyat dan ta’zi >r.19 
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Yang dimaksud dengan pembunuhan disengaja atau qathlul ‘amdi menurut 
Hasbullah Bakri adalah suatu perbuatan yang disertai niat (direncanakan) sebelumnya 
untuk menghilangkan nyawa orang lain, dengan menggunakan alat-alat yang dapat 
mematikan, seperti golok, kayu runcing, besi pemukul, dan sebagainya, dengan sebab-
sebab yang tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum. Hasbullah Bakri memasukkan alat 
pembunuhan ke dalam definisinya untuk membedakannya dari pembunuhan semi 
sengaja.
20
 
Maka penulis menemukan bahwa kejahatan genosida adalah kejahatan besar dan 
membahayakan untuk semua kalangan dimensi dan tatanan masyarakat dunia maka 
dalam pandangan hukum Islam pelaku tindak kejahatan genosida dikenai hukuman qis}a>s} 
dengan ketentuan disamakan dengan pembunuhan sengaja yaitu al-qatlu al-‘amdu yang 
menyatakan bahwa pelaku tindak kejahatan genosida di hukum mati baik sebagai pelaku 
utama maupun otak dari pelaku tindak kejahatan yang masuk dalam tindakan 
permufakatan jahat dalam konteks genosida. 
Pada tahun 2000, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 
2000 tentang Pengadilan HAM yang mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa dan 
mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam UU tersebut, 
kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida diklasifikasikan sebagai 
pelanggaran HAM yang berat. UU ini secara tegas juga menyatakan bahwa pelanggaran 
HAM yang berat (kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan) adalah 
kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) dan berdampak secara luas baik pada tingkat 
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nasional maupun Internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
21
 
Berdasarkan karakteristik kejahatannya yang sangat khusus dan berbeda dengan 
kejahatan “biasa” lainnya maka Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus. 
Terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperlukan langkah-langkah 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus. Beberapa 
prinsip dalam hukum pidana yang diatur secara berbeda dalam UU No. 26 adalah adanya 
penegasan tentang dapat diberlakukan asas non retroatif dan tidak adanya masa daluarsa 
terhadap kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
22
 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Beberapa penelitian tentang pelanggaran HAM yang berkaitan dengan kejahatan 
manusia ataupun genosida telah dibahas sebelumnya oleh salah satunya mahasiswa yang 
bernama Ayu Anandwita alumni mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, jurusan 
Hukum Pidana, Fakultas Hukum dengan skripsinya yang telah disahkan pada tahun 2015 
dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Kemanusiaan Dalam 
UU. No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM (Studi Kasus Pelanggaran HAM 
Berat), yang menjelaskan beberapa poin penting tentang kejahatan massal terhadap 
manusia yang salah satunya yaitu bahwa istilah kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime 
Against Humanity) pertama kali dalam Piagam Nurenberg. Piagam ini merupakan 
perjanjian multilateral antara Amerika Serikat dan sekutunya setelah selesai Perang 
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Dunia II. Mereka (Amerika Serikat dan sekutunya) menilai bahwa para pelaku (NAZI) 
dianggap bertanggungjawab terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan pada masa 
tersebut.
23
 
Kemudian skripsi yang menyangkut genosida adalah skripsi yang berjudul 
Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam 
Kejahatan Genosida Suku Rohingya Di Myanmar oleh Asril Gunawan yang pernah 
menempuh studi S1 (Sarjana) jurusan/progam studi Hukum Internasional, Fakultas 
Hukum di Universitas Sumatera Utara Medan, yang dimana skripsi tersebut disahkan 
pada tahun 2018. Skripsi tersebut lebih terinci pada penelitian kasus berbasis literer dan 
merujuk pada data-data sejarah maupun kasus-kasus etnis Rohingya yang ditulis pada 
beberapa buku dan sejumlah jurnal-jurnal dan artikel pendukung yang membahas tindak 
kejahatan genosida pada suku Rohingya di negara Myanmar. Bentuk penyelesaian 
Hukum Internasional Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Kejahatan Genosida Suku 
Rohingya di Myanmar diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB untuk diselesaikan 
menggunakan cara melalui Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal 
Court). Kejahatan yang terjadi terhadap etnis Rohingya dapat diadili melalui Mahkamah 
Pidana Internasional, karena kejahatan genosida Rohingya di Myanmar merupakan 
pelanggaran HAM berat.
24
 
Sedangkan menurut Febi Fajar Iswari dalam skripsinya yang berjudul “Tindak 
Kejahatan Genosida Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Islam (Analisis 
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Terhadap Kasus Etnis Rohingya Di Rakhine Myanmar)” bahwa genosida termasuk dalam 
Jarimah H}udu>d/Qis}a>s}/Diyat karena merupakan suatu pembunuhan massal. Dalam sejarah 
kehidupan manusia, pembunuhan pertama kali adalah pembunuhan terhadap Habil. 
Pembunuhan terhadap Habil dilakukan oleh saudarannya sendiri yakni Qabil, mereka 
berdua merupakan anak dari Nabi Adam As. Pembunuhan merupakan suatu dosa besar 
yang sangat keji. Sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Māidah ayat 27-32. Dalam ayat 30 
menjelaskan bahwa pembunuhan tanpa alasan terhadap seseorang berarti sama dengan 
membunuh manusia secara keseluruhan. Akibat pembunuhan juga telah dijelaskan dalam 
Q.S Al Māidah ayat 32 bahwa akibat membunuh, penetapan hukumnya adalah hukuman 
mati sehingga setimpal dengan perbuatan membunuh.
25
 
Dan yang terakhir pada penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan 
genosida adalah skripsi yang disahkan pada tahun 2014 oleh mahasiswa alumni 
Universitas Muhammadiyah Malang atas nama Umi Kulsum mahasiswa jurusan 
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan skripsinya yang 
berjudul Pengaruh Genosida Terhadap Perkembangan Demokrasi Di Rwanda. Skripsi 
tersebut menjelaskan bangkitnya demokrasi baru di negara Rwanda pasca tragedi 
genosida pada tahun 1994 dengan memulihkan sistem konstitusi negara dan budaya 
maupun adat istiadat dengan membangun mental masyarakat dari trauma berkepanjangan 
akibat pengaruh genosida khususnya para perempuan kelas menengah dan tentunya 
warga sipil di negara tersebut. Bertahun-tahun kemudian kaum hawa menunjukkan 
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eksistensi diri dalam membangun demokrasi yang independen dan pendidikan yang layak 
di negara Rwanda.
26
 
Maka dalam penelitian berbasis literatur ini penulis mencoba membuat penelitian 
yang berbeda dengan penelitian terdahulu dalam konteks tindak kejahatan genosida 
dimana studi yang diambil oleh penulis adalah studi analisis perspektif menurut hukum 
Islam yaitu al-qatlu al-‘amdu, perbedaan yang mendasar dari penelitian sebelumnya 
adalah penulis mencari analisis perspektifnya dari al-qatlu al-‘amdu sedangkan dari karya 
Ayu Anandwita, Asril Gunawan dan Umi Kulsum lebih bertendensi pada studi kasus, 
analisis hukum Internasional dan penelitian historis pada sejarah genosida di sebuah 
negara. Maka menjadi penting bagi penulis untuk melanjutkan penelitian ini ke jenjang 
yang lebih serius dalam konsep kepenulisan skripsi yang akan menjadi sebuah data dan 
arsip baru yang akan berguna dikemudian hari. 
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, penelitian ini 
termasuk dalam penelitian kepustakaan (Library research), dengan memanfaatkan 
dokumentasi-dokumentasi berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, brosur, 
leaflet, buletin dan internet.
27
 
2. Sumber Data 
Dalam hal ini sumber data yang digunakan yaitu:  
Sumber Data Sekunder 
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Data sekunder yaitu antara lain data yang mencakup dokumen-dokumen 
resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.
28
 
Data-data utama yang berkaitan langsung dengan objek penelitian ini adalah buku-
buku yang mendukung untuk kajian yang berkaitan tentang genosida termasuk buku-
buku karya R. Wiyono yang berjudul Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia 
tahun 2006, kemudian buku berjudul Hukum Pidana Internasional tahun 2015 karya 
Arie Siswanto, Islam dan Urusan Kemanusiaan tahun 2015 (Hilman Latief & Zezen 
Zaenal Mutaqin) dan buku-buku pendukung lainnya. Sumber yang lain adalah buku-
buku yang menanggapi atas sebab akibat maupun contoh kasus tentang kejahatan 
genosida. Data-data pendukung tersebut berupa beberapa tulisan berbentuk artikel, 
jurnal dan karya ilmiah seperti skripsi, tesis, maupun disertasi yang membahas 
tentang tindak kejahatan genosida dan lebih fokusnya menjadi bahan rujukan tertentu 
pada skripsi yang penulis buat ini. Tentunya menjadi bahan pertimbangan untuk 
menjadi referensi resmi pada skripsi ini lalu ditambah buku-buku seperti kamus-
kamus bahasa Arab maupun bahasa Inggris, kitab al-Qur’an, kitab undang-undang 
hukum pidana (KUHP), dan buku-buku sekunder lainnya. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk keperluan pengumpulan data, teknik yang digunakan dalam 
mengumpulkan data berupa studi kepustakaan. Menurut M. Nazir dalam bukunya 
yang berjudul “Metode Penelitian” mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan 
studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi 
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penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-
laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.
29
 
4. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan tahapan penting dalam mengelola dan menyajikan 
data. Analisa pada data (kualitatif) yang digunakan merupakan proses mengorganisasi 
data menurut tema-tema yang muncul sesuai dengan tujuan penelitian (kategorisasi) 
dan kemudian menginterpretasikannya.
30
 Analisis data kualitatif yang dilaporkan 
dalam artikel-artikel jurnal dan buku-buku ilmiah sering kali menjadi model analisis 
yang umum digunakan.
31
 
Setelah data terkumpul, langkah pertama yang penulis lakukan yaitu 
menguraikan mengenai definisi tindak pidana kejahatan genosida. Yang kedua, 
menguraikan mengenai jari>mah qis}a>s} terkhusus pembunuhan sengaja (al-qatlu al-
‘amdu). Langkah terakhir, yaitu mengukur sejauh mana relevansi analisis hukuman 
pelaku genosida dalam kajian teori jari>mah qis}a>s} pembunuhan sengaja (al-qatlu al-
‘amdu) yang akhirnya akan ditemui kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. 
 
H. Sistematika Penulisan 
 Penulis membagi penelitian ini ke dalam lima bab. Bab pertama berupa 
pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
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 Bab kedua akan membahas secara detail landasan teori. Dengan memasukkan 
penjelasan berupa teori jari>mah qis}a>s} pembunuhan sengaja (al-qatlu al-‘amdu). 
 Sedangkan di bab ketiga berisi tentang kumpulan data sebagai pendukung dari 
landasan teori bab 2 dan sebagai jawaban tentang analisis bab 4. Dalam bab ini penulis 
akan menjelaskan secara rinci tentang tindak pidana kejahatan genosida dalam hukum 
positif di Indonesia dan juga materi pendukung lainnya berupa undang-undang tentang 
pengadilan HAM terkhusus genosida (Pasal 8 Nomor 26 Tahun 2000). 
 Bab keempat akan membahas tentang tindak pidana kejahatan genosida dengan 
analisis perspektif yang ditinjau dari teori jari>mah qis}a>s} pembunuhan sengaja (al-qatlu al-
‘amdu) dan sanksi hukuman genosida dalam hukum positif. 
 Penelitian ini diakhiri dengan bab lima berupa penutup yang berisi tentang 
kesimpulan. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian jawaban dari permasalahan yang 
ada dalam penelitian melalui saran-saran, harapan dan penutup. 
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BAB II 
JARI>MAH QIS}A>S} PEMBUNUHAN SENGAJA (AL-QATLU AL-‘AMDU) 
 
A. Pengertian Jari>mah Qis}a>s} 
Kata qis}a>s} kadang-kadang dalam Hadis disebut dengan kata qa>wad. Maksudnya 
adalah semisal, seumpama (almumas|ilah). Adapun maksud yang dikehendaki syara’ 
adalah kesamaan akibat yang ditimpakan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan 
pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban. Dalam ungkapan lain adalah pelaku 
akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Dia dibunuh kalau dia 
membunuh dan dilukai kalau dia melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain. 
Abdul Qadir Audah mendefinisikan qis}a>s} sebagai keseimbangan atau pembalasan te-
rhadap si pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang seimbang dari apa yang telah 
diperbuatnya.
32
 
Qis}a>s} adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa 
atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, 
menghilangkan anggota badan dengan sengaja. Oleh karena itu, bentuk jari>mah ini ada 
dua, yaitu pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.
33
 Sedangkan menurut Abū 
Zahrah, qis}a>s} adalah memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan seperti apa yang 
dilakukan terhadap korban.
34
 
Adapun arti qis}a>s} secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu 
mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang 
dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu dalam Al-Mu’jam Al-
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Wasi>t, qis}a>s} diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana 
sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota 
tubuh dibalas dengan anggota tubuh.
35
 
Hukuman ini dianggap sebagai hukuman terbaik sebab mencerminkan keadilan. 
Pelaku mendapat imbalan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terhadap 
orang lain. Hukuman ini akan menjadikan pelaku berpikir dua kali untuk melakukan hal 
yang serupa ketika dia mengingat akibat yang sama yang akan ditimpakan kepadanya.
36
 
Dalam Hukum Pidana Islam, Pembunuhan merupakan bagian daripada jari>mah 
qis}a>s} (tindak pidana dengan sanksi qis}a>s}), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa 
atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ 
tubuhnya. Secara bahasa pembunuhan diartikan dengan “proses, cara, perbuatan 
membunuh.” Di dalam literatur bahasa Arab pembunuhan diartikan dengan 
“menghilangkan ruh dari jasad (kematian)”.37 
Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa kejahatan pembunuhan dikenakan hukum 
Qis}a>s}, yaitu pembalasan dari apa yang telah dilakukan oleh seseorang pelaku kejahatan.38 
Hal ini merujuk Qur’an surat Al-Baqarah ayat 178-179: 
 َنْيِذَّلااَهُّ َي َأيَ  َبِتُْكاوُنَماَء  ُمُكْيَلَع  ُصاَصِقْلا  ِف ىَل ْ تَقْلا  ِبُُِّرْلحا ُِّرْلح  ُدْبَعْلاَو  ِدْبَعْلِبِ  أىَث ُْنْلأاَو  أىَث ُْنْلأِبِ  ْنَمَف  َىِفُع ،ُهَل  ْنِم 
 ِهْيِخَأ  ٌءْىَش  ٌعاَِّبتَاف  ِفْوُرْعَمْلِبِ  ٌءأاََدأَو  ِهَْيِلإ   ن أسْحِِبِ  َكِل َأذ  ٌفْيِفَْتَ  ْنِّم  ْمُكِّبَّر  ٌةَْحَْرَو  ِنَمَف  أىَدَتْعا  َدْع َب  َكِل َأذ ،ُهَل َف 
 ٌباَذَع  ٌمِْيَلأ  
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qis}a>s} berkenaan dengan 
orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba 
dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat 
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suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti 
dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) 
kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu 
adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang 
melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (Q.S Al-
Baqarah ayat 178) 
 
 
 َنْوُقَّ ت َت ْمُكَّلَعَل ِب َأبَْلْلأا ِلُِْو َأيٌَة أو َيَح ِصاَصِقْلا ِف ْمُكَلَو 
“Dan dalam qis}a>s} itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-
orang yang berakal.” (Q.S Al-Baqarah ayat 179) 
 
Ayat ini berisi tentang hukuman qis}a>s} bagi pembunuh yang melakukan 
kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Kalau 
keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi qis}a>s} tidak berlaku dan beralih 
menjadi hukuman diyat.39 
Tujuan hukum jina>yah qis}a>s} ini, sebenarnya mengandung makna pencegahan 
terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping peng-obatan bagi yang sudah 
terlanjur agar tidak berbuat lagi. Jadi Jina>yah qis}a>s} mempunyai tujuan utama yakni 
mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran 
kepentingan umum sebagaimana dalam bahasa al qur’an disampaikan bahwa hukum 
qis}a>s} itu menghidupkan.40 
 
B. Pembunuhan Sengaja (Al-Qatlu Al-‘Amdu) 
Pembunuhan disengaja atau qathlul amdi, yaitu perampasan nyawa seseorang 
yang dilakukan dengan sengaja. Pembunuh merencanakan pembunuhannya.
41
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Pembunuhan disengaja adalah apabila seseorang melukai orang lain dengan alat 
yang biasa digunakan untuk membunuh dan dengan niat untuk menghabisi nyawa orang 
yang dibunuh dengan alat itu. Perbuatan ini termasuk dosa yang paling besar dan keji.
42
 
Allah berfirman: 
 َّدَعَأَو ،ُهَنَعَلَو ِهْيَلَع ُ َّللَّا َبِضَغَو اَه ْ يِف اًدِل َأخ ُمَّنَهَج ،ُهُؤَازَجَف اًد ِّمَع َتُّماًنِمْؤُم ْلُتْق َي ْنَم َواًمْيِيَع ًبِاَذَع ،ُهَل  
“Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka 
balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, 
dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (Q.S. An-Nisa’ 
ayat 93) 
 
Yang dimaksud dengan pembunuhan disengaja atau qathlul amdi menurut 
Hasbullah Bakri adalah suatu perbuatan yang disertai niat (direncanakan) sebelumnya 
untuk menghilangkan nyawa orang lain, dengan menggunakan alat-alat yang dapat 
mematikan, seperti golok, kayu runcing, besi pemukul, dan sebagainya, dengan sebab-
sebab yang tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum. Hasbullah Bakri memasukkan alat 
pembunuhan ke dalam definisinya untuk membedakannya dari pembunuhan semi 
sengaja.
43
 
Hukuman pokok pada jari>mah pembunuhan sengaja adalah qis}a>s}, yaitu dibunuh 
kembali. Sebagai hukuman pokok, qis}a>s} mempunyai hukuman pengganti, yaitu apabila 
keluarga korban menghapuskan hukuman pokok ini, qis}a>s} pun tidak dapat dijatuhkan dan 
digantikan dengan hukuman diyat. Diyat pun kalau seandainya dimaafkan dapat 
dihapuskan dan sebagai penggantinya, hakim menjatuhkan hukuman ta’zi >r. Jadi, qis}a>s} 
sebagai hukuman pokok mempunyai dua hukuman pengganti, yaitu diyat dan ta’zi >r.44 
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Adapun unsur-unsur pembunuhan sengaja ada tiga, yaitu sebagai berikut ini:
45
 
1. Pertama, si terbunuh adalah manusia hidup. Maksudnya, ketika pembunuhan itu 
dilakukan, si korban dalam keadaan hidup kendati dalam kondisi kritis. 
2. Kedua, kematian korban merupakan hasil dari perbuatannya. Dalam hal ini tidak ada 
keharusan bahwa pembunuhan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara tertentu. 
3. Ketiga, adanya niat. Keinginan atau kesengajaan si pelaku yang merupakan itikad 
jahat untuk menghilangkan nyawa si korban. 
Mengenai alat yang digunakan, dalam pembunuhan sengaja pasti digunakan alat 
yang dengan cepat dapat menghilangkan nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan dengan 
sengaja tidak akan menggunakan alat yang tidak lazim digunakan dalam pembunuhan 
walaupun alat tersebut bisa saja menghasilkan kematian dalam waktu yang lama.
46
 
Para fuqoha berselisih pendapat tentang pembunuhan sengaja yang dimaafkan, 
apakah harus membayar diyat ataukah tidak. Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad Ibn 
Hanbal menegaskan bahwa diyat tidak berlaku jika keluarga korban memaafkan. Dalam 
pandangan mereka hukum qis}a>s} bersifat mandiri (aina>n), sehingga jika tidak dapat 
diberlakukan maka tidak ada hukuman penggantinya. Ulama lain berpendapat tetap 
diberlakukan hukum diyat, karena antara hukum qis}a>s} dan diyat bersifat pilihan 
(takhyi>r), jika tidak berlaku salah satunya, maka berlaku yang lainnya. Di kalangan 
ulama Syafi’iyah terdapat dua pendapat, sebagian mengatakan wajib diyat sedangkan 
sebagian yang lain berpendapat tidak wajib diyat.47 
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Penerapan hukuman qis}a>s} terhadap pembunuhan sengaja memerlukan persyaratan 
yang ketat. Para ulama menyebutkan beberapa ketentuan yang terkait dengan pembunuh, 
orang yang dibunuh, dan pembunuhan itu sendiri. Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi 
sebagai syarat untuk dapat dijatuhkan hukuman qis}a>s}.48 
Di samping itu para fuqoha juga membuat pembedaan pembunuhan yang 
dilakukan muslim terhadap non-muslim, pemerintah terhadap rakyat, dan pembunuhan 
yang dilakukan secara kolektif dengan korban satu orang. Pembedaan kategori ini juga 
merupakan penafsiran ulama terhadap kesepadanan dalam qis}a>s}. Bagi jumhur, muslim 
tidak dapat di qis}a>s} karena membunuh kafir. Qis}a>s} dalam pandangan mereka diterapkan 
pada pembunuhan yang setara antara pelaku dengan korbannya. Kesetaraan tersebut 
dilihat pada status sosial masing-masing. Jika antara pelaku dan korban tidak sepadan, 
maka qis}a>s} tidak dapat dilaksanakan. Sementara ulama Hanafiyah tetap menerapkan 
hukum qis}a>s} bagi muslim yang membunuh kafir atas dasar kesamaan jiwa dengan jiwa.49 
Dari segi tindakan, para fuqoha membedakan pembunuhan yang dilakukan 
dengan alat untuk membunuh (qatl al-muba>syarah), menjadi syarat terjadinya 
pembunuhan (qatl b>i as-syara>t), dan menjadi sebab terjadinya pembunuhan (qatl b>i as-
saba>b). Mereka berselisih tentang jenis perbuatan mana yang dikenakan hukuman qishas. 
Hanafi berpendapat bahwa hanya pembunuhan yang menggunakan alat membunuh (qatl 
al-muba>syarah) sajalah yang di qis}a>s}, sedangkan jenis lainnya tidak. Sementara Maliki, 
Syafi’i, dan Hambali mengatakan bahwa qis}a>s} diberlakukan bagi jenis qatl al-
muba>syarah dan qatl al-saba>b.50 
                                                 
48
 Ibid. 
49
 Ibid., hlm. 82-83. 
50
 Ibid., hlm. 83. 
xlvi 
 
BAB III 
TINDAK PIDANA KEJAHATAN GENOSIDA DALAM HUKUM POSITIF 
DI INDONESIA 
 
C. Pengertian dan Bentuk Tindak Pidana Kejahatan Genosida 
Istilah genosida terbentuk dari dua kata, yaitu ‘geno’ dan ‘cidium’. Kata ‘geno’ 
yang berasal dari bahasa Yunani mengandung arti ‘ras’, sedangkan kata ‘cidium’ yang 
diambil dari bahasa Latin memiliki makna ‘membunuh’. Meskipun sekilas istilah 
genosida tampak sebagai istilah arkaik, istilah ini pada kenyataanya belum dipergunakan 
secara luas sebelum Perang Dunia II. Istilah ini tercatat dipopulerkan pertama kali oleh 
Raphael Lemkin pada tahun 1944 untuk menunjuk pada peristiwa pembantaian secara 
sistematik dan luas terhadap kaum Yahudi di Eropa. Oleh karena itu, sangat tepat apa 
yang dikemukakan oleh sosiolog Leo Kuper bahwa meskipun genosida adalah sebuah 
istilah yang baru, namun apa yang terkandung di dalam istilah tersebut sesungguhnya 
adalah sebuah konsep yang lama.
51
 
Sementara itu, Lemkin, sang penemu istilah genosida, secara singkat memberikan 
definisi genosida sebagai “the destruction of a nation or an ethnic group”, namun ia juga 
memberi penjabaran yang cukup ekstensif tentang genosida. Menurut Lemkin, genosida 
tidak harus senantiasa dipahami sebagai tindakan menghancurkan sebuah bangsa (nation) 
secara langsung, tetapi yang lebih penting adalah bahwa genosida dimaksudkan untuk 
melumpuhkan sendi-sendi dasar kehidupan kelompok kebangsaan tersebut. Lemkin juga 
mengemukakan karakteristik penting dari genosida yang kemudian memengaruhi definisi 
hukum tentang genosida yang ada di dalam instrumen konvensi internasional. Ia 
mengatakan bahwa genosida “…is directed against the national group as an entity, and 
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the actions involved are directed against individuals, not in their individual capacity, but 
as members of the national group”.52 
Raphael Lemkin (24 Juni 1900 – 28 Agustus 1959) adalah seorang pengacara 
berketurunan Polandia-Yahudi yang dikenal sebagai pencetus istilah genosida. Ia 
mencetuskan istilah ini pada tahun 1943 atau 1944 dari kata genos (dalam bahasa Yunani 
berarti keluarga, suku, atau ras) dan -cide (dalam bahasa Latin berarti pembunuhan). 
Selain itu, ia juga merupakan perumus Konvensi Genosida. Ia menyajikan rumusan 
tersebut di hadapan beberapa negara dalam upaya untuk meyakinkan mereka agar mereka 
mau mensponsori resolusi tersebut. Dengan dukungan dari Amerika Serikat, resolusi ini 
ditunjukkan di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk 
dipertimbangkan. Konvensi Genosida pun pada akhirnya ditetapkan oleh majelis pada 
tanggal 9 Desember 1948. Lemkin meninggal akibat serangan jantung di New York City 
pada tahun 1959. Jenazahnya disemayamkan di Kuburan Mount Hebron, Flushing, 
Queens, New York.
53
 
Undang-Undang Pasal 8 nomor 26 Tahun 2000 menentukan bahwa yang 
dimaksud dengan kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan 
maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok 
bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota 
kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-
anggota kelompok, menciptakan kondisi kelompok yang akan mengakibatkan 
kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan 
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yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa 
anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.
54
 
Pada waktu United Nations Diplomatic Conference on Plenipotentiaries on the 
Establishment of on International Criminal Court di Roma membahas tentang yurisdiksi 
Mahkamah Pidana Internasional sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma, menurut 
Jerry Fowler terdapat kesepakatan universal bahwa kejahatan genosida harus masuk 
dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, dengan pengertian yang dimaksud 
dengan kejahatan genosida adalah sebagaimana dimaksud dalam Konvensi tentang 
Pencegahan Penghukuman Kejahatan Genosida.
55
 
Dengan demikian, meskipun Pasal 8 tidak menetukan apakah kejahatan genosida 
dilakukan pada waktu damai atau pada waktu perang, tetapi karena Pasal 1 Konvensi 
tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida telah menentukan bahwa 
apakah genosida dilakukan pada waktu damai atau pada waktu perang adalah tetap 
merupakan kejahatan menurut hukum internasional, maka kejahatan genosida 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan, baik pada waktu damai maupun 
pada waktu perang.
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Masih menurut Lemkin, genosida dibagi ke dalam dua fase. Fase pertama adalah 
menghancurkan pola kebangsaan kelompok yang ditindas. Fase kedua adalah gangguan 
pola kebangsaan dari penindas. Gangguan ini dapat dilakukan terhadap populasi tertindas 
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yang masih tersisa atau atas teritori, setelah bangsa penindas memindahkan populasi dan 
menduduki area tersebut dengan warga kelompok penindas.
57
 
Kendatipun istilah genosida itu sendiri baru muncul pada dekade 40-an, namun 
upaya penuntutan terhadap kejahatan genosida telah dimulai pada tahun 1918. Saat itu 
dalam pertemuan Imperial War Cabinet, 20 November 1918, Lord Curzon dari Inggris 
menekankan upaya penuntutan terhadap para pemimpin Jerman dan para pemimpin Turki 
Muda yang melakukan pembersihan terhadap etnis minoritas Armenia di Turki. Hanya 
saja secara objektif penuntutan tersebut tidak menggunakan istilah ‘genosida’ tetapi 
menggunakan istilah ‘atrocious offences against the laws of war’. Oleh karena itu, 
Winston Churchill menyebut ‘genosida’ sebagai ‘the crime without a name’ sampai 
kemudian istilah ‘genosida’ diperkenalkan Lemkin.58 
Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Raphael Lemkin adalah bapak studi 
genosida. Lemkin adalah seorang ahli hukum keturunan Yahudi berkebangsaan Polandia 
yang sekaligus merupakan saksi langsung kekejaman rezim Nazi Jerman di Polandia dan 
di wilayah-wilayah lain di Eropa. Kegelisahan yang muncul dari peristiwa pendudukan 
ini kemudian dituangkan dalam tulisan “Axis Rule in Occupied Europe” yang bersumber 
dari dokumen-dokumen otoritatif. Meskipun studi modern tentang genosida baru 
berkembang melalui aktivitas Lemkin pada Abad 20, sebagai sebuah praktik pemusnahan 
massal terhadap sekelompok orang karena alasan kebangsaan, ras, etnis, atau agama, 
usianya sudah sama tuanya dengan sejarah peradaban manusia.
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Komitmen Indonesia terhadap HAM juga diwujudkan dalam produk perundang-
undangan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu, yang salah satunya 
melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Lahirnya 
undang-undang ini selain untuk memenuhi tuntutan dalam negeri yang masih bergejolak 
karena reformasi, juga sebagai respon atas desakan internasional terhadap kasus 
pelanggaran berat HAM yang terjadi di Timor-Timur.
60
 
Tuntutan promosi dan perlindungan HAM di Indonesia menjadi salah satu faktor 
yang memicu terjadinya gerakan reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Usaha promosi 
dan perlindungan HAM kemudian berlanjut pasca kejatuhan era Orde Baru yang ditandai 
dengan perubahan politik dan hukum di Indonesia yang selalu menyertakan issue HAM. 
Sejumlah kebijakan hukum dan politik berupa pembatalan, perubahan, dan pembuatan 
berbagai peraturan perundang-undangan yang diorientasikan kepada perlindungan, 
pemajuan, dan pemenuhan HAM mewarnai kehidupan bernegara karena promosi dan 
perlindungan HAM yang efektif dianggap sebagai salah satu indeks demokrasi yang 
sangat penting.
61
 
Banyak perbuatan lainnya selama awal abad ke-20 yang dianggap sebagai 
genosida, antara lain pembantaian 70-80 ribu suku Bantu pada tahun 1904 oleh tentara 
jerman di Herero, barat daya Afrika (Namibia). Sejarah juga mencatat kisah-kisah 
pembantaian massal yang sesuai dengan definisi genosida adalah pembantaian suku 
Kurdi Turki di distrik Dersim 1937-1938. Pembantaian orang-orang Yahudi oleh NAZI 
Jerman selama Perang Dunia II. Pembantaian suku Hutu oleh suku Tutsi di Burundi 
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1972. Pemusnahan oleh Khmer Merah di Kamboja dan kampanye Anfal untuk melawan 
suku Kurdi Irak 1988. Demikian pula pembantaian massal yang terjadi kemudian di 
bekas negara Yugoslavia dan Rwanda.
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Upaya hukum dalam mengatasi dan mencegah munculnya korban akibat 
kejahatan tersebut tertuang dalam konvensi pencegahan dan penghukuman tindakan 
Genosida, pemusnahan suatu bangsa atau ras dengan sengaja (genosida) dinyatakan 
sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional oleh Majelis Umum Perserikatan 
Bangsa-Bangsa pada tahun 1946 dan pada tahun 1948 hal ini dikuatkan dengan 
disetujuinya Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.
63
 
Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida dokumen 
E.1 disetujui dan diusulkan untuk penandatanganan dan ratifikasi atau dengan Resolusi 
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 260 A (III), pada tanggal 9 Desember 1948. 
Negara-negara peserta mempertimbangkan deklarasi yang akan dibuat oleh Majelis 
Umum PBB dalam resolusi 96 (I) tertanggal 11 Desember 1946 bahwa genosida 
merupakan kejahatan menurut hukum internasional, bertentangan dengan jiwa dan tujuan 
PBB, dan dikutuk oleh dunia yang beradab. Mengaku, bahwa pada semua periode sejarah 
genosida telah mengakibatkan kerugian-kerugian yang besar pada kemanusiaan dan 
meyakini, bahwa agar dapat membebaskan umat manusia dari bencana yang memuakkan 
tersebut, maka di perlukan kerjasama internasional.
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Pada dasarnya kejahatan genosida yang terjadi di belahan dunia terjadi karena 
mempunyai tujuan dalam menghancurkan dan memusnahkan suatu kaum yang dibenci 
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oleh kelompok lain yang mempunyai kekuatan atau kewenangan untuk melakukan 
penyerangan tersebut. Dengan tetap berlandaskan pada ketentuan yang mengatur 
mengenai genosida di antaranya karena berlatarkan perbedaan bangsa, etnis, suku, atau 
agama.
65
 
Menurut Konvensi Genosida Tahun 1948 kelompok yang dapat menjadi sasaran 
genosida adalah kelompok rasial, kelompok religius, kelompok nasional, dan kelompok 
etnis yang mempunyai berbagai macam kriteria. Keenam kriteria ini adalah sebagai 
berikut.
66
 
1. Kelompok itu memiliki nama sendiri sebagai cerminan indentitas kolektif. 
2. Mereka yang menjadi anggota kelompok itu meyakini bahwa mereka berasal dari 
nenek moyang yang sama. 
3. Mereka yang menjadi anggota kelompok itu merasa bahwa mereka memiliki 
pengalaman sejarah yang sama. 
4. Kelompok itu memiliki budaya yang sama. 
5. Kelompok itu haruslah merasa memiliki keterkaitan dengan wilayah tertentu. 
6. Para anggota kelompok haruslah menganggap diri mereka sebagai suatu kelompok. 
Kebanyakan orang meyakini bahwa konflik etnis dipicu oleh masalah yang 
sederhana dan jelas, yakni kebencian turun temurun (ancient hatreds) yang ada diantara 
kelompok etnis yang berlainan. Statuta Roma 1998 secara literal juga mengadopsi 
definisi genosida yang terdapat di dalam konvensi 1948. Artikel 6 Statuta Roma antara 
lain menyebutkan bahwa.
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“…genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, 
inwhole or in part, a national, etnical, racial or religious group, as such: 
1. Killing members or group. 
2. Causing serious bodily or mental harm to member of the group. 
3. Deliberately inflicting on the group conditional of life calculated to bring about 
its physical destruction in whpole or in parts. 
4. Imposing measures intented to prevent births within the group. 
5. Forcibily transferring children of the group to another group. 
 
 
D. Tragedi dan Sejarah Kasus Tindak Pidana Kejahatan Genosida 
Beberapa kasus dan sejarah tindak kejahatan genosida yang pernah terjadi di 
berbagai belahan dunia yang sempat mengguncang dunia di beberapa negara seperti di 
Indonesia, Rwanda, Bosnia Herzegovina, dan negara-negara lainnya, penulis akan 
menguraikan beberapa sejarah kasus tindak kejahatan genosida yang pernah terjadi 
sebagai berikut: 
1. Pembunuhan Massal Suku Tutsi dan Suku Hutu (Rwanda) 
Peristiwa ini bermula pada tanggal 6 April 1994, ketika Presiden Rwanda, Juvenal 
Habyarimana menjadi korban penembakan saat berada di dalam pesawat terbang. 
Beberapa sumber menyebutkan Juvenal Habyarimana tengah berada di dalam sebuah 
helikopter pemberian pemerintah Prancis. Saat itu, Habyarimana yang berasal dari 
etnis Hutu berada dalam satu heli dengan presiden Burundi, Cyprien Ntarymira. 
Mereka baru saja menghadiri pertemuan di Tanzania untuk membahas masalah 
liv 
 
Burundi. Sebagian sumber menyebutkan pesawat yang digunakan bukanlah helikopter 
melainkan pesawat jenis jet kecil Dassault Falcon.
68
 
Disinyalir, peristiwa penembakan keji itu dilakukan sebagai protes terhadap 
rencana Presiden Habyarimana untuk masa depan Rwanda. Habyarimana berencana 
melakukan persatuan etnis di Rwanda dan pembagian kekuasaan kepada etnis-etnis 
itu. Rencana itu telah disusun setahun sebelumnya, seperti tertuang dalam Piagam 
Arusha (Arusha Accord) pada tahun 1993. Untuk diketahui, Habyarimana menjadi 
presiden Rwanda sejak tahun 1993. Sebelumnya ia menempati posisi sebagai Menteri 
Pertahanan Rwanda.
69
 
Dalam peristiwa genosida Rwanda sekitar 1 juta jiwa menjadi korban, dan ada 
sejumlah besar korban yang mati karena parang (machette) atau pukulan benda keras. 
Pasca genosida, sekitar 2 juta etnik Hutu yang khawatir mengalami pembalasan dari 
etnik Tutsi mengungsi ke negara-negara sekitar Rwanda, termasuk Kongo. Namun di 
kamp-kamp pengungsian itu, unsur-unsur garis keras Hutu masih merencanakan aksi-
aksi mereka, sehingga hal tersebut membuat pemerintah baru Rwanda yang 
didominasi etnik Tutsi berkeinginan menerapkan hukum terhadap mereka. Disisi lain, 
Kongo pun kemudian merasa tidak nyaman dengan upaya-upaya konsolidasi etnik 
Hutu yang dilakukan di tengah-tengah pengungsi sipil, sehingga akhirnya Kongo 
memaksa para pengungsi Hutu untuk keluar dari negara itu. Sebagian pengungsi 
pulang ke Rwanda, namun sebagian lagi memilih untuk hidup berpindah-pindah di 
Kongo.
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2. Tragedi Bosnia Tahun 1992-1995 (Bosnia) 
Kampanye pembersihan etnis terjadi di sepanjang kawasan yang dikendalikan 
oleh Serbia Bosnia dan ditargetkan pada Muslim Bosnia dan Bosnia Kroasia. 
Kampanye pembersihan etnis tersebut meliputi penahanan tanpa diadili, pembunuhan, 
pemerkosaan, serangan seksual, penyiksaan, penikaman, perampasan dan perlakuan 
tak manusiawi terhadap warga sipil; menargetkan pemimpin politik, intelektual dan 
profesional; deportasi tanpa diadili dan pemindahan warga sipil; penahanan warga 
sipil tanpa diadili; perampasan dan penjarahan barang-barang milik pribadi tanpa 
diadili; penghancuran rumah dan usaha; dan penghancuran tempat ibadah. 
Serbia yang masih ingin mempertahankan keutuhan Yugoslavia, memboikot 
referendum kemerdekaan negara Bosnia. Setelah pengakuan kemerdekaan, orang-
orang Serbia menyambut rakyat Bosnia dengan peluru dan senapan. Sehingga pada 
bulan Maret 1992 perang antara etnis Serbia dan etnis Bosnia pun pecah. Aksi militer 
Serbia yang dicap sebagai kejahatan perang dan juga kasus pelanggaran Hak Asasi 
Manusia (HAM) berat ini, menjadi tragedi besar setelah Perang Dunia II. Peristiwa ini 
dikenal dengan ethnic and religious cleansing, karena berimplikasi pada pemusnahan 
massal Muslim etnis Bosnia. Sejak April 1992 sampai dengan Januari 1993, jumlah 
orang yang tewas akibat dari perang antar etnis ini diperkirakan sekitar 17.000 orang, 
dengan kurang lebih dua juta pengungsi lari meninggalkan Bosnia. Pasukan bersenjata 
Serbia di Bosnia diperkirakan telah membunuh antara 128.000 sampai dengan 200.000 
orang.
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Dalam kondisi seperti itu, pasukan Serbia meningkatkan intensitas serangannya 
terhadap Srebrenica dan mulai memisahkan laki-laki dewasa Bosnia dari perempuan 
dan anak-anak, untuk kemudian dibunuh. Tercatat ada sekitar 7.500 laki-laki dewasa 
dan remaja diatas 13 tahun yang tewas dalam peristiwa Srebrenica ini. Ratko Mladic 
dan Radoslav Krstic, komandan militer yang melaksanakan perintah Mladic dijatuhi 
pidana selama 34 tahun oleh ICTY atas perannya dalam peristiwa Srebrenica.
72
 
3. Pelanggaran HAM Berat di Timor-Timur (Indonesia - Timor Leste) 
Di perbatasan dengan Timor Barat pada awal September 1975, pasukan-pasukan 
Indonesia menyerang garnisun di Timor Portugis (Timor Timur). Pada bulan Oktober 
mereka menduduki kota-kota perbatasan. Pada akhir November, kelompok (milisi) 
Fretilin yang merasa bahwa invasi Indonesia sudah dekat, menyatakan kemerdekaan 
Timor-Timur. Invasi TNI besar-besaran di Dili dimulai pada tanggal 7 Desember 
1975. Sebagai pembalasan terhadap perlawanan kelompok (milisi) UDT yang 
menyebabkan invasi Indonesia itu, beberapa pembelot Fretilin membunuh tawanan-
tawanan UDT pada pertengahan Desember.
73
 
Dalam “perjanjian integrasi” Balibo 1976, Timor-Timur diproklamirkan sebagai 
provinsi ke 27 Indonesia. Meskipun PBB masih menganggap Portugal sebagai 
penguasa di Timor Timur, Pemerintah Australia melanjutkan untuk tetap mengakui 
aneksasi Indonesia sejak 1976 itu. Banyak orang Timor menyelamatkan diri ke luar 
negeri sebelum invasi. Sampai saat itu lebih dari 6.500 orang yang lahir di Timor 
masuk ke Australia. Ada sekitar 3.000 orang Timor-Timur masih ada di Portugal. 
Sebagai akibat kebrutalan dalam invasi, banyak orang lari ke gunung-gunung atau 
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tetap tinggal di sana. Dibutuhkan waktu empat tahun oleh tentara Indonesia dengan 
operasi militer besar untuk menguasai “orang-orang gunung” itu. Di dalam waktu 
empat tahun itu banyak sekali terjadi kematian, terutama oleh sebab kelaparan dan 
penyakit. Angka kematian 200 ribu orang Timor-Timur (sekitar sepertiga penduduk) 
digunakan sejak Desember 1975. Setelah Indonesia mulai menggunakan bom napalm 
pada tahun 1979, hampir semua yang ada di gunung-gunung menyerah.
74
 
Mengenai kompetensi atau kewenangan untuk mengadili, Pengadilan HAM Ad 
hoc Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah tepat. Hal ini 
dikarenakan untuk perkara pelanggaran HAM berat di Timor Timur, berdasarkan Pasal 
2 Keppres RI No. 96 tertanggal 1 Agustus 2001, yang merupakan perbaikan dari 
Keppres No. 53 Tahun 2001, diputuskan bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan 
mengadili perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Timur adalah 
Pengadilan HAM Jakarta Pusat. Kewenangan tersebut timbul berdasarkan hasil 
penyelidikan dari Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Timor Timur, yang 
merekomendasikan kepada DPR bahwa di wilayah Timor Timur sehubungan dengan 
pelaksanaan jajak pendapat tahun 1999 telah terjadi pelanggaran HAM berat.
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4. Genosida Terhadap Bani Israil Pada Masa Nabi Musa 
Semasa seorang putra Ya'qub, Yusuf, menjadi panglima negara yang mengurus 
segala keperluan dan kebijakan di negeri Mesir; ia menyediakan persediaan makanan 
serta kebutuhan hidup lain untuk kaum keturunan Ya'qub. Di masa yang sama, 
terdapat banyak orang asing dari berbagai bangsa yang datang dan tinggal di negeri 
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Mesir untuk bertahan hidup menghadapi wabah kelaparan hebat yang sedang 
berlangsung. Sebagaimana nama 'Yusuf' yang bermakna 'bertambah', maka Yusuf 
memberkati jumlah kaum keturunan Ya'qub supaya bertambah banyak.
76
 
Mulai saat itu, sejumlah besar keturunan Ya'qub memenuhi berbagai wilayah di 
negeri Mesir. Kaum Fir'aun merasa ketakutan mendapati kumpulan laki-laki keturunan 
Ya'qub yang bertambah banyak, kemudian kaum Fir'aun berniat mengurangi jumlah 
mereka dengan mengadakan tipu muslihat melalui tindakan memperbudak maupun 
tipu daya untuk membunuh setiap anak laki-laki yang baru lahir namun membiarkan 
setiap anak perempuan tetap hidup. Kaum Fir'aun juga menindas dan memperbudak 
orang-orang dari berbagai bangsa yang menjadi kaum pendatang di Mesir.
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E. Pengertian Dan Ketentuan Tindak Pidana Kejahatan Genosida Menurut Hukum 
Positif 
Secara definitif, dalam UU No. 26 Tahun 2000, yang dimaksud dengan Hak Asasi 
Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang 
wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan 
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
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Merujuk pada ketentuan Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000, yang dikategorikan 
sebagai Pelanggaran HAM yang Berat meliputi [1] Kejahatan Genosida dan [2] 
Kejahatan terhadap Kemanusiaan.
79
 
Dalam Pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000 lebih jauh dijelaskan, Kejahatan Genosida 
adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau 
memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok 
agama, dengan cara:
80
 
a. membunuh anggota kelompok, 
b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota 
kelompok, 
c. menciptakan kondisi kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik 
baik seluruh atau sebagiannya, 
d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam 
kelompok; atau 
e. memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain. 
Sedangkan Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang 
meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara 
langsung terhadap penduduk sipil, berupa: pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; 
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau 
perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) 
ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, 
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pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa 
atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; penganiayaan terhadap suatu 
kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, 
kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara 
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang 
secara paksa; atau kejahatan apartheid.
81
 
Rumusan genosida tersebut di atas sama dengan rumusan dalam Pasal II 
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide tahun 1948, 
yaitu bahwa genosida adalah setiap tindakan yang dilakukan dengan tujuan 
menghancurkan suatu bangsa, etnik, ras, atau kelompok keagamaan, baik sebagian 
maupun seluruhnya. Tindakan tersebut dapat berupa: pembunuhan; menyebabkan 
penderitaan fisik ataupun mental; dengan sengaja dan atas dasar perhitungan tertentu, 
tindakan tersebut akan mengakibatkan rusaknya kondisi kehidupan kelompok tersebut; 
tindakan pemaksaan yang bertujuan untuk membatasi kelahiran terhadap kelompok 
tersebut; dan memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok 
lainnya. Pengertian genosida ini juga ditetapkan kembali dalam Pasal 6 Statuta Roma 
1998.
82
 
Sebagaimana telah dijelaskan juga bahwa Pengadilan HAM di Indonesia ini pada 
dasarnya ditujukan untuk melaksanakan amanat Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 
tentang Hak Asasi Manusia, dan telah ditindaklanjuti dengan membuat ketentuan yang 
mengatur perlindungan HAM di Indonesia berupa Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia. Pembentukan Undang-Undang tersebut juga merupakan 
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perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-
Bangsa. Di samping hal tersebut, pembentukan Undang-Undang tentang Hak Asasi 
Manusia juga mengandung suatu misi mengemban tanggung jawab moral dan hukum 
dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta yang terdapat dalam berbagai 
instrumen hukum lainnya yang mengatur hak asasi manusia yang telah disahkan dan atau 
diterima oleh Negara Republik Indonesia.
83
 
Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana pada Pelanggaran HAM yang Berat 
terkait dengan ketentuan-ketentuan pada UU No. 39 Tahun 1999 adalah:
84
 
1. Setiap orang (orang perseorangan dan/atau kelompok orang, baik sipil, militer, 
maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual). 
2. Yang melakukan pelanggaran berat atas HAM sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang ini. 
Bagi pelaku Pelanggaran Berat atas HAM dikenakan sanksi hukum pidana berupa 
Pidana Mati, Pidana Seumur Hidup, dan Pidana Penjara (ketentuan Pasal 36 s.d. Pasal 42 
UU No. 39 Tahun 1999). 
Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dijelaskan bahwa: 
Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, 
b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) 
tahun.
85
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Hukuman juga berlaku pada perseorangan/individu atau kelompok yang turut serta 
melakukan rencana percobaan, konspirasi (permufakatan jahat) ataupun membantu 
pelaku melakukan tindak kejahatan genosida yang tertuang di Pasal 41 Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2000 sebagaimana berikut: 
Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, 
dan Pasal 40.
86
 
Selanjutnya pada Pasal 42 mengatur tentang tindakan atau kewenangan militer dan 
institusi aparat keamanan seperti polisi dan sipil lainnya yang menjadi pelaku utama 
tindak kejahatan genosida terhadap warga sipil maupun penduduk dari luar daerah baik 
dari pimpinan maupun bawahan yang diberi perintah/komando dari atasan sebagaimana 
berikut: 
1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan 
militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam 
yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah 
komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan 
pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak 
dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu : 
a) komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan 
saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau 
baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan 
b) komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak 
dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau 
menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat 
yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. 
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2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana 
terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh 
bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, 
karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara 
patut dan benar, yakni : 
a) atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara 
jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan 
b) atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang 
lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut 
atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan 
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. 
3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan 
pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 
39, dan Pasal 40.
87
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BAB IV 
SANKSI HUKUMAN PELAKU GENOSIDA DALAM HUKUM POSITIF 
DAN ANALISIS PERSPEKTIF AL-QATLU AL-‘AMDU TERHADAP 
HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN GENOSIDA 
 
A. Hukuman Dan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Genosida Dalam 
Hukum Positif (UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia) 
Merujuk pada ketentuan Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000, yang dikategorikan 
sebagai Pelanggaran HAM yang Berat meliputi [1] Kejahatan Genosida dan [2] 
Kejahatan terhadap Kemanusiaan.
88
 
Dalam Pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000 lebih jauh dijelaskan, Kejahatan Genosida 
adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau 
memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok 
agama, dengan cara:
89
 
f. membunuh anggota kelompok, 
g. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota 
kelompok, 
h. menciptakan kondisi kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik 
baik seluruh atau sebagiannya, 
i. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam 
kelompok; atau 
j. memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain. 
Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana pada Pelanggaran HAM yang 
Berat terkait dengan ketentuan-ketentuan pada UU No. 39 Tahun 1999 adalah:
90
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3. Setiap orang (orang perseorangan dan/atau kelompok orang, baik sipil, militer, 
maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual). 
4. Yang melakukan pelanggaran berat atas HAM sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang ini. 
Bagi pelaku Pelanggaran Berat atas HAM dikenakan sanksi hukum pidana berupa 
Pidana Mati, Pidana Seumur Hidup, dan Pidana Penjara (ketentuan Pasal 36 s.d. Pasal 42 
UU No. 39 Tahun 1999). 
Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dijelaskan bahwa: 
Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, 
b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) 
tahun.
91
 
Hukuman juga berlaku pada perseorangan/individu atau kelompok yang turut serta 
melakukan rencana percobaan, konspirasi (permufakatan jahat) ataupun membantu 
pelaku melakukan tindak kejahatan genosida yang tertuang di Pasal 41 Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2000 sebagaimana berikut: 
Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, 
dan Pasal 40.
92
 
Selanjutnya pada Pasal 42 mengatur tentang tindakan atau kewenangan militer dan 
institusi aparat keamanan seperti polisi dan sipil lainnya yang menjadi pelaku utama 
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tindak kejahatan genosida terhadap warga sipil maupun penduduk dari luar daerah baik 
dari pimpinan maupun bawahan yang diberi perintah/komando dari atasan sebagaimana 
berikut: 
4) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan 
militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam 
yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah 
komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan 
pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak 
dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu : 
c) komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan 
saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau 
baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan 
d) komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak 
dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau 
menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat 
yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. 
5) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana 
terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh 
bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, 
karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara 
patut dan benar, yakni : 
c) atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara 
jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan 
d) atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang 
lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut 
atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan 
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. 
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6) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan 
pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 
39, dan Pasal 40.
93
 
Sebagaimana telah dijelaskan juga bahwa Pengadilan HAM di Indonesia ini pada 
dasarnya ditujukan untuk melaksanakan amanat Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 
tentang Hak Asasi Manusia, dan telah ditindak lanjuti dengan membuat ketentuan yang 
mengatur perlindungan HAM di Indonesia berupa Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia. Pembentukan Undang-Undang tersebut juga merupakan 
perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-
Bangsa. Di samping hal tersebut, pembentukan Undang-Undang tentang Hak Asasi 
Manusia juga mengandung suatu misi mengemban tanggung jawab moral dan hukum 
dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta yang terdapat dalam berbagai 
instrumen hukum lainnya yang mengatur hak asasi manusia yang telah disahkan dan atau 
diterima oleh Negara Republik Indonesia.
94
 
 
B. Analisis Hukuman Dan Sanksi Terhadap Pelaku Kejahatan Genosida Menurut 
Teori Jari>mah Qis}a>s} Pembunuhan Sengaja (Al-Qatlu Al-‘Amdu) 
Pembunuhan dan Genosida memanglah berbeda dalam konteks dan tujuannya pun 
sangat berbeda tetapi sifat dari perbuatan genosida dan pembunuhan adalah sama yaitu 
menghilangkan nyawa seseorang bahkan lebih. Sebagaimana genosida sama dengan 
pembunuhan sengaja yang dalam jari>mah qis}a>s} disebut al-qatlu al-‘amdu, karena 
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genosida sendiri adalah suatu bentuk menghancurkan dan memusnahkan salah satunya 
dengan cara pembunuhan dan pembantaian massal berencana dalam skala besar yang 
ditujukan terhadap etnis, ras dan agama tertentu beserta perbuatan lainnya seperti 
penyiksaan, menciptakan ketakutan dan penderitaan, dan juga mencegah kelahiran. 
Dalam analisis ini penulis mengambil konteks genosida dari segi pembunuhan 
dan pembantaian massal yang di analisis menggunakan perspektif pembunuhan sengaja 
(al qatlu al-‘amdu). Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pembunuhan sengaja 
atau qathlul amdi, yaitu perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja. 
Pembunuh merencanakan pembunuhannya.
95
 
Penjelasan diatas cukup jelas bahwa pembunuhan sengaja dan pembantaian 
massal dalam kasus genosida hampir mirip sehubung dengan terencananya tindak 
kejahatan genosida tersebut. Dalam teori jari>mah qis}a>s} pembunuhan sengaja (al-qatlu al-
‘amdu) pelaku kejahatan dikenai hukuman mati berdasarkan unsur-unsur kesengajaan 
yang jelas, seperti alat untuk membunuh dan niat yang sudah direncanakan. 
Hal tersebut seperti dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 93 yang berbunyi: 
 ْلُتْق َي ْنَم َو ًبِاَذَع ،ُهَل َّدَعَأَو ،ُهَنَعَلَو ِهْيَلَع ُ َّللَّا َبِضَغَو اَه ْ يِف اًدِل َأخ ُمَّنَهَج ،ُهُؤَازَجَف اًد ِّمَع َتُّماًنِمْؤُماًمْيِيَع  
“Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka 
balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, 
dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”96 
Sehingga ketika pelaku genosida kemudian kejahatan tersebut disamakan dengan 
pembunuhan sengaja maka hukumannya adalah sama yaitu hukuman mati dengan 
menggunakan teori jari>mah qis}a>s}. Perbedaanya adalah genosida termasuk kejahatan berat 
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yang membantai ratusan bahkan ribuan nyawa sekaligus, perbuatan genosida tidak dapat 
diampuni apapun alasannya, hukuman yang setimpal yang pantas adalah hukuman mati 
jika ini ditinjau dari jari>mah ta’zi >r sekalipun. 
Menurut Mohd Hisham bahwa Genosida tidak terbatas pada tindakan membunuh 
dan menyebabkan cidera tubuh, dan dengan demikian bukanlah kejahatan qis}a>s}. 
Dikatakan bahwa genosida adalah kejahatan ta’zi >r. Sebagaimana dinyatakan diatas, 
kejahatan ta’zi >r yang keji dapat dihukum dengan hukuman mati. Seperti pemusnahan 
suatu ras bukanlah tindakan pembunuhan, korban atau keluarga korban tidak memiliki 
hak untuk mengampuni kriminal.
97
 
Tetapi menurut sudut pandang penulis bahwa genosida dapat disamakan dengan 
pembunuhan sengaja (al-qatlu al-‘amdu). Jika dalam Islam bahwa membunuh satu orang 
saja seperti membunuh manusia seluruhnya dan bagaimana dengan genosida yang 
membantai jutaan nyawa tak berdosa dengan perbuatan yang lain seperti penyiksaan, 
menimbulkan ketakutan dan trauma serta kejahatan yang berakibat mencegah kelahiran. 
Seperti dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi: 
 َلَت َق ْنَم ،ُهََّنأ َلْيِء َأرْسِإ ِنَِب أىَلَع اَن ْ ب َتَك َكِل َأذ ِلْجَأ ْنِم  ِضْرَْلأا ِف داَسَفَْوأ  سْف َن ِْيرَغِب اَسْف َن  
 َك َّنِإ َُّثُ ِتَأنِّي َبْلِبِ اَنُلُسُر ْمُه ْت َءاَجْدَقَلَو ،اًع ْ ي َِجَ َساَّنلااَيْحَأَا َّنََّأَكَف اَهاَيْحَأ َا َّنَّ َأَكَف ْمُه ْ ن ِّم ًار ْ يِث  
 َنْو ُِفرْسُمَل ِضْرَْلأا ِف َكِل َأذَدْع َب 
“Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: 
Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) 
orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan 
Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara 
kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan 
manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul 
Kami dengan (membawa) keterangan keterangan yang jelas, kemudian banyak 
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diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat 
kerusakan dimuka bumi.”98 
 
Dalam pembunuhan sengaja (al-qatlu al-‘amdu), pelaku pembunuhan dapat 
diampuni jika pihak keluarga korban memaafkan tetapi bukan berarti pelaku bebas dari 
hukuman dan sebagai gantinya hukuman tersebut diganti menjadi diya>t ataupun ta’zi>r, 
dan bahkan pelaku pembunuhan sengaja bisa saja tidak dapat diampuni sama sekali 
maka hanya hukuman qis}a>s} yang berlaku. Akan tetapi menurut Khallaf pemerintah masih 
berhak untuk memberikan hukuman taʻzi>r, jika pelakunya dimaafkan oleh korban 
(keluarga korban). Demikian pula menurut Madzhab Maliki yang mewajibkan pemberian 
hukuman ta’zi >r bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan yang hukuman qis}a>s} 
dihapuskan atau yang terhalang hukumannya.
99
 
Menurut ʻAudah hukuman qis}a>s} dijatuhkan pada jari>mah al-qatl al-ʻamd dan al-
jarh al-ʻamd yang telah memenuhi persyaratan dan pelaku tidak dimaafkan oleh pihak 
korban. Sedangkan hukuman diyat dijatuhkan pada jari>mah al-qatl syibh al-ʻamd, al-qatl 
al-khaṭa’, dan al-jarh al-khaṭa’. Termasuk juga dalam keadaan qis}a>s} tidak bisa 
dilaksanakan, misalnya, meninggalnya pelaku tindak pidana, hilangnya anggota badan 
pelaku yang akan di-qis}a>s}, taubatnya pelaku, perdamaian, pengampunan, diwariskan hak 
qis}a>s}, atau kedaluwarsa masa hukumannya, maka pelaku bisa dijatuhi hukuman diyat dan 
taʻzi>r untuk kemaslahatan umum. Justru madzhab Maliki mewajibkan hukuman taʻzi>r 
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untuk hukuman qis}a>s} yang gugur atau terhalang baik terhadap pembunuhan dan 
penganiayaan.
100
 
Penjelasan sanksi diatas menjadikan pelaku pembunuhan sengaja dikenai sanksi 
pengganti maupun sanksi yang sudah ditentukan yaitu qis}a>s}, tergantung bagaimana pihak 
keluarga korban memutuskan untuk dimaafkan atau hukuman yang berlaku tetap 
dilanjutkan. Karena berlakunya hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja juga tidak 
harus dilihat dari pihak keluarga korban yang memaafkan tetapi juga dilihat dari beratnya 
dan dampak fisik bagi si korban. Berbeda dengan genosida, bahwa pelaku genosida wajib 
dan harus dibunuh atau diberi hukuman mati, mengingat genosida adalah tindakan brutal 
yang dimana perbuatan tersebut mengakibatkan ribuan nyawa melayang. 
Hukum pidana Islam memiliki fungsi strategis dalam hukum Islam yaitu untuk 
menjamin terwujudnya kemaslahatan manusia secara utuh. Sehingga apabila hukum 
pidana tidak berfungsi secara maksimal, maka kehidupan manusia akan rusak dengan 
cepat atau secara perlahan. Sebuah masyarakat yang memiliki aturan dengan tidak 
didampingi oleh hukum pidana yang kuat, maka aturan-aturan yang mereka buat tidak 
akan memberi hasil maksimal, karena hanya akan menguntungkan pihak tertentu, dan 
biasanya mengorbankan orang banyak, apalagi bila aturan-aturan tersebut dibuat 
berdasarkan kepentingan sekelompok orang.101 
Kemaslahatan dalam hukum pidana Islam tidak hanya tercapai sebagai hasil dari 
pelaksanaannya, tetapi telah dimulai dalam proses pelaksaan hukum pidana Islam. Hal 
tersebut merupakan hal yang logis, karena sebuah hasil yang baik akan diperoleh dari 
cara atau proses yang baik pula. Hukum pidana Islam didasari oleh kaidah-kaidah 
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pelaksanaan yang ketat, sehingga apabila prosesnya dilakukan dengan benar sesuai 
kaidah-kaidah tersebut, tidak menimbulkan kesalahan di dalam penerapannya.
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Sehingga jika melihat kemaslahatan diatas maka patutlah hukuman yang 
diberikan pelaku genosida adalah hukuman mati, artinya pelaku kejahatan genosida wajib 
dan harus dibunuh, kemudian tidak ada hukuman pengganti bagi pelaku baik diyat 
maupun ta’zi >r. Meskipun ada pemaafan dari pihak keluarga korban mustahil hukuman 
bagi pelaku gugur atau diganti, karena korban kejahatan genosida sangat banyak, maka 
walaupun satu pihak keluarga korban memaafkan sedangkan pihak keluarga korban yang 
lain tidak memaafkan tetap saja hukuman mati tidak dapat diganti. Sehingga pemberatan 
hukuman lebih tendensi untuk hukuman qis}a>s}, artinya pelaku mendapat hukuman yang 
setimpal dari perbuataanya yaitu nyawa dibalas dengan nyawa. 
Sehingga penulis berpendapat bahwa analisis hukuman terhadap pelaku genosida 
jika ditinjau dalam perspektif pembunuhan sengaja (al-qatlu al-‘amdu) memiliki konteks 
hukuman yang sama yaitu hukuman mati atau qis}a>s}, karena memiliki unsur perbuatan 
yang sama yaitu disengaja, direncanakan dan memakai alat yang berindikasi 
menimbulkan kematian dengan cepat. Sedangkan ketentuan hukuman pengganti 
(diyat/ta’zi >r) terhadap pelaku genosida tidak berlaku, maka hukuman mati mutlak bagi 
pelaku genosida meskipun ada beberapa pihak keluarga korban yang memaafkan karena 
melihat dampak dan resiko genosida yang sangat berbahaya dikemudian hari, berbeda 
dengan pembunuhan sengaja (al-qatlu al-‘amdu) yang dimana pelaku dapat dimaafkan 
dan hukuman terhadap pelaku dapat diganti, baik menjadi diyat ataupun ta’zi >r tergantung 
tingkat kejahatan pembunuhan sengaja yang dilakukan oleh pelaku. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh penulis tentang hasil penelitian ini 
yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Bahwa kesimpulan mendasar dari rumusan masalah pertama mengenai penjelasan 
dan bentuk tindak kejahatan genosida menurut Undang-Undang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia (Pasal 8 Nomor 26 Tahun 2000) menentukan bahwa yang dimaksud 
dengan kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud 
untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, 
ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, 
mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota 
kelompok, menciptakan kondisi kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan 
secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang 
bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa 
anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain. 
2. Hasil dan jawaban analisis dari penelitian ini maka oleh penulis dapat ditarik 
kesimpulan bahwa: analisis hukuman terhadap pelaku genosida jika ditinjau dalam 
perspektif pembunuhan sengaja (al-qatlu al-‘amdu) memiliki konteks hukuman yang 
sama yaitu hukuman mati atau qis}a>s}, karena memiliki unsur perbuatan yang sama 
yaitu disengaja, direncanakan dan memakai alat yang berindikasi menimbulkan 
kematian dengan cepat. Sedangkan ketentuan hukuman pengganti (diyat/ta’zi >r) 
terhadap pelaku genosida tidak berlaku, maka hukuman mati mutlak bagi pelaku 
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genosida meskipun ada beberapa pihak keluarga korban yang memaafkan karena 
melihat dampak dan resiko genosida yang sangat berbahaya dikemudian hari, berbeda 
dengan pembunuhan sengaja (al-qatlu al-‘amdu) yang dimana pelaku dapat 
dimaafkan dan hukuman terhadap pelaku dapat diganti, baik menjadi diyat ataupun 
ta’zi >r tergantung tingkat kejahatan pembunuhan sengaja yang dilakukan oleh pelaku. 
 
B. Saran-Saran 
Hasil penelitian dari penulisan skripsi ini kiranya penulis dapat memberikan 
manfaat melalui saran-saran yaitu sebagai berikut: 
1. Bagi masyarakat agar lebih menjaga diri dalam kedamaian dan selalu waspada akan 
hal yang terjadi terutama pada warga sipil yang terikat oleh suku, ras, kelompok etnis, 
marga dan agama tertentu. Karena mereka-lah yang dalam sejarah genosida menjadi 
objek tindak kejahatan genosida. 
2. Bagi pemerintah agar bisa menjaga rakyatnya dari segala ancaman bahaya dan 
mempertaruhkan nyawa demi warga negara Indonesia, mengutamakan keselamatan 
rakyat dari pada keselamatan diri sendiri, serta menjaga kestabilan keamanan bangsa 
dan negara karena nyawa dan kesejahteraan rakyat lebih berharga dari apapun. 
3. Bagi akademisi dan peneliti agar bisa memahami sejarah dan tragedi genosida yang 
terjadi, tidak apatis pada sejarah dan terus belajar dari masa lalu agar genosida tidak 
terjadi di Negara kita Indonesia. Selalu membaca buku dan berkontribusi bagi diri 
sendiri, keluarga, orang-orang terdekat, bangsa dan negara. 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 26 TAHUN 2000 
TENTANG 
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang : 
a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri 
manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, 
dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun; 
b. bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak 
asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman 
kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan Hak 
Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai 
dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia; 
c. bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat telah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang, dan oleh karena itu 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu dicabut; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu 
dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; 
Mengingat : 
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879); 
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327 ); 
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); 
Dengan persetujuan bersama antara 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA. 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 
1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang 
wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan 
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. 
3. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah 
pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 
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4. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun 
polisi yang bertanggung jawab secara individual. 
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan 
ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam Undang-undang ini. 
BAB II 
KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN 
PENGADILAN HAM 
Bagian Kesatu 
Kedudukan 
Pasal 2 
Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. 
Bagian Kedua 
Tempat Kedudukan 
Pasal 3 
(1) Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah 
hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. 
(2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah 
Pengadilan Negeri yang bersangkutan. 
BAB III 
LINGKUP KEWENANGAN 
Pasal 4 
Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat. 
Pasal 5 
Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia 
oleh warga negara Indonesia. 
Pasal 6 
Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) 
tahun pada saat kejahatan dilakukan. 
Pasal 7 
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi: 
a. kejahatan genosida; 
b. kejahatan terhadap kemanusiaan. 
Pasal 8 
Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang 
dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian 
kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: 
a. membunuh anggota kelompok; 
b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota 
kelompok; 
c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan 
secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; 
d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; 
atau 
e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. 
Pasal 9 
Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah 
satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang 
diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, 
berupa: 
a. pembunuhan; 
lxxx 
 
b. pemusnahan; 
c. perbudakan; 
d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; 
e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara 
sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum 
internasional; 
f. penyiksaan; 
g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan 
kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk 
kekerasan seksual lain yang setara; 
h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari 
persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin 
atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang 
menurut hukum internasional; 
i. penghilangan orang secara paksa; atau 
j. kejahatan apartheid. 
BAB IV 
HUKUM ACARA 
Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 10 
Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas perkara 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara 
pidana. 
Bagian Kedua 
Penangkapan 
Pasal 11 
(1) Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan 
penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup. 
(2) Pelaksanaan tugas penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh 
penyidik dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah 
penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan 
penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat perkara pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat yang dipersangkakan. 
(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus 
diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. 
(4) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan 
bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada 
penyidik. 
(5) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan untuk paling lama 1 (satu) 
hari. 
(6) Masa penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. 
Bagian Ketiga 
Penahanan 
Pasal 12 
(1) Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau 
penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. 
(2) Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk 
kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. 
(3) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa 
yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti 
yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau 
terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 
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Pasal 13 
(1) Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) 
hari. 
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling 
lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. 
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum 
dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh 
Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. 
Pasal 14 
(1) Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari. 
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling 
lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. 
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penuntutan belum 
dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari oleh 
Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. 
Pasal 15 
(1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM dapat dilakukan 
paling lama 90 (sembilan puluh) hari. 
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. 
Pasal 16 
(1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi dapat dilakukan 
paling lama 60 (enam puluh) hari. 
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan daerah hukumnya. 
Pasal 17 
(1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dapat dilakukan 
paling lama 60 (enam puluh) hari. 
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung. 
Bagian Keempat 
Penyelidikan 
Pasal 18 
(1) Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia. 
(2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia dan unsur masyarakat. 
Pasal 19 
(1) Dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, penyelidik 
berwenang: 
a. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam 
masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat; 
b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang 
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan 
barang bukti; 
c. memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan 
didengar keterangannya; 
d. memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya; 
e. meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang 
dianggap perlu; 
f. memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan 
dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya; 
g. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: 
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1) pemeriksaan surat; 
2) penggeledahan dan penyitaan; 
3) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya 
yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu; 
4) mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan. 
(2) Dalam hal penyelidik mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat penyelidik memberitahukan hal itu kepada penyidik. 
Pasal 20 
(1) Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan 
yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan 
hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik. 
(2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik. 
(3) Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut 
kepada penyelidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 
tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyelidik wajib melengkapi kekurangan tersebut. 
Bagian Kelima 
Penyidikan 
Pasal 21 
(1) Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung. 
(2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kewenangan menerima 
laporan atau pengaduan. 
(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat 
mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat. 
(4) Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik ad hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut 
agamanya masing-masing. 
(5) Untuk dapat diangkat menjadi penyidik ad hoc harus memenuhi syarat : 
a. warga negara Republik Indonesia; 
b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh 
lima) tahun; 
c. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang 
hukum; 
d. sehat jasmani dan rohani; 
e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; 
f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan 
g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia. 
Pasal 22 
(1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3) wajib diselesaikan paling 
lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan 
dinyatakan lengkap oleh penyidik. 
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling 
lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. 
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum 
dapat diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua 
Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. 
(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah 
penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung. 
(5) Setelah surat perintah penghentian penyidikan dikeluarkan, penyidikan hanya dapat dibuka 
kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan 
untuk dilakukan penuntutan. 
(6) Dalam hal penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat 
diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban, keluarga sedarah atau semenda dalam 
garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, berhak mengajukan 
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praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya dan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Bagian Keenam 
Penuntutan 
Pasal 23 
(1) Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung. 
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat 
mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat. 
(3) Sebelum melaksanakan tugasnya penuntut umum ad hoc mengucapkan sumpah atau janji 
menurut agamanya masing-masing. 
(4) Untuk dapat diangkat menjadi penuntut umum ad hoc harus memenuhi syarat : 
a. warga negara Republik Indonesia; 
b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh 
lima) tahun; 
c. berpendidikan sarjana hukum dan berpengalaman sebagai penuntut umum; 
d. sehat jasmani dan rohani; 
e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; 
f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan 
g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia. 
Pasal 24 
Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan 
paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima. 
Pasal 25 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis 
kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat. 
Bagian Ketujuh 
Sumpah 
Pasal 26 
Sumpah penyidik dan Jaksa Penuntut Umum ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
ayat (4) dan Pasal 23 ayat (3), lafalnya berbunyi sebagai berikut : 
"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, 
langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak 
memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga". 
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam 
tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu 
janji atau pemberian". 
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta 
mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia". 
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, 
seksama, dan obyektif dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika 
profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya 
seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum 
dan keadilan". 
Bagian Kedelapan 
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan 
Paragraf 1 
Umum 
Pasal 27 
(1) Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan 
HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 
(2) Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, 
terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang 
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hakim ad hoc. 
(3) Majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketuai oleh hakim dari Pengadilan 
HAM yang bersangkutan. 
Pasal 28 
(1) Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul 
Ketua Mahkamah Agung. 
(2) Jumlah hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 12 (dua 
belas) orang. 
(3) Hakim ad hoc diangkat untuk selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) 
kali masa jabatan. 
Paragraf 2 
Syarat Pengangkatan Hakim Ad Hoc 
Pasal 29 
Untuk dapat diangkat menjadi Hakim ad hoc harus memenuhi syarat: 
1. warga negara Republik Indonesia; 
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
3. berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam 
puluh lima) tahun; 
4. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang 
hukum; 
5. sehat jasmani dan rohani; 
6. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; 
7. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan 
8. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia. 
Pasal 30 
Hakim ad hoc yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sebelum 
melaksanakan tugasnya wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing 
yang lafalnya berbunyi sebagai berikut : 
"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, 
langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak akan 
memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga". 
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam 
tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu 
janji atau pemberian". 
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta 
mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan 
perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia". 
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, 
seksama, dan obyektif dengan tidak mem-beda-bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika 
profesi dalam 
melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya 
bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan". 
Paragraf 3 
Acara Pemeriksaan 
Pasal 31 
Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM 
dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke 
Pengadilan HAM. 
Pasal 32 
(1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan banding ke 
Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 
(sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi. 
(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim 
berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang 
bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. 
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(3) Jumlah hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
sekurangkurangnya 
12 (dua belas) orang. 
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 
30 juga berlaku bagi pengangkatan hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi. 
Pasal 33 
(1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke 
Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan 
puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung. 
(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim 
yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim 
ad hoc. 
(3) Jumlah hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
sekurangkurangnya 
3 (tiga) orang. 
(4) Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
(5) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diangkat untuk satu kali masa jabatan 
selama 5 (lima) tahun. 
(6) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung harus memenuhi syarat : 
a. warga negara Republik Indonesia; 
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun; 
d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang 
hukum; 
e. sehat jasmani dan rohani; 
f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; 
g. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan 
h. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia. 
BAB V 
PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI 
Pasal 34 
(1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas 
perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak 
manapun. 
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak 
hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. 
(3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah. 
BAB VI 
KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI 
Pasal 35 
(1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat 
memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. 
(2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan 
dalam amar putusan Pengadilan HAM. 
(3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 
BAB VII 
KETENTUAN PIDANA 
Pasal 36 
Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, 
atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. 
Pasal 37 
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Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, 
atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. 
Pasal 38 
Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun. 
Pasal 39 
Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun. 
Pasal 40 
Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 
(sepuluh) tahun. 
Pasal 41 
Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40. 
Pasal 42 
(1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer 
dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi 
Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan 
pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan 
tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara 
patut, yaitu : 
a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu 
seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja 
melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan 
b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan 
diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan 
perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk 
dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. 
(2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di 
bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan 
pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni : 
a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas 
menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan 
b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang 
lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau 
menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan. 
(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang 
sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40. 
BAB VIII 
PENGADILAN HAM AD HOC 
Pasal 43 
(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undangundang 
ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. 
(2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan 
Presiden. 
(3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan 
Peradilan Umum. 
Pasal 44 
lxxxvii 
 
Pemeriksaan di Pengadilan HAM ad hoc dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan 
ketentuan dalam Undang-undang ini. 
BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 45 
(1) Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Pengadilan HAM 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan 
Makassar. 
(2) Daerah hukum Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada pada 
Pengadilan Negeri di: 
a. Jakarta Pusat yang meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa 
Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan 
Kalimantan Tengah; 
b. Surabaya yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan 
Nusa Tenggara Timur; 
c. Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi 
Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya; 
d. Medan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan 
Sumatera Barat. 
BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 46 
Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undangundang 
ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa. 
Pasal 47 
(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang 
ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi. 
(2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan 
Undang-undang. 
Pasal 48 
Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang 
sudah atau sedang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan Undang-undang ini. 
Pasal 49 
Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah 
Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undang-undang Nomor 31 
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat menurut Undang-undang ini. 
Pasal 50 
Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3911) dengan ini 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Pasal 51 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 23 Nopember 2000 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd 
ABDURRAHMAN WAHID 
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Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 23 Nopember 2000 
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 
ttd 
DJOHAN EFFENDI 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 208 
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